BAB VI

KESIMPULAN
6.1 Kesimpulan
Setelah diteliti, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Proses kolaborasi yang terdapat pada implementasi program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU) Pemerintah Kota Cimahi belum optimal dalam hal
pengimplementasian dan eksekusi program di lapangan. Hal tersebut
didasari oleh kinerja Lembaga atau Kelompok Kerja Perumahan dan
Permukiman yang masih terbilang terlalu mandiri, sehingga tugas pokok
fungsi yang seharusnya didukung oleh stakeholders yang lain tidak
maksimal. Namun antusiasme dari masyarakat sudah cukup memuaskan,
terlihat dari aktivitas-aktivitas yang masyarakat Melong yang banyak
berperan dan antusias menyambut program fasilitasi dari KOTAKU.

2. Hambatan pada proses kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder
terkait program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Cimahi antara
lain kurangnya komunikasi yang belum berfungsi secara baik antara

pemerintah kota Cimahi terhadap masyarakat atau stakeholders.

6.2 Saran
Merujuk dari hasil yang didapat setelah penelitian, masih menunjukkan
adanya proses kolaborasi yang belum maksimal. Peranan stakeholders pada

Program KOTAKU merupakan aspek yang patut untuk disorot, antara lain :
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. Kejelasan jobdesk (tugas pokok dan fungsi) dari berbagai peranan
terutama kelompok kerja PKP harus disosialisasikan dan diterapkan
dengan sebaik-baiknya kepada tiap-tiap individu yang memiliki peran
dalam pengimplementasian program KOTAKU.

Tugas dan fungsi Bapelitbang untuk mengawasi dan memberikan arahan
terkait prosedur yang berlaku harus lebih ditingkatkan, dan harus ada key
performance indicator yang menjadi acuan kedepannya.

. Mempertegas dan memperbaiki kualitas koordinasi antar stakeholders
yang terlibat.

. Peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya yang akan
meneliti tentang program KOTAKU agar lebih spesifik dan terperinci
mengawasi setiap kegiatan yang dijalankan oleh program KOTAKU,
terutama pada pelaku yang terlibat sesuai dengan hirarkinya masing-
masing. Keterbatasan peneliti saat ini adalah sulitnya menemukan
narasumber dikarenakan pandemi yang menyebabkan kurang optimal dan

kedalaman penelitian sehingga kurang maksimal dalam penelitian.
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